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KATA PENGANTAR

aporan Kinerja Interim Triwulan 1l Tahun 2021

merupakan bentuk komitmen Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM) dalam mewujudkan akuntabilitas

dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Di
dalamnya dijelaskan mengenai kemajuan capaian target
kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja triwulan Il tahun 2021,
terdapat beberapa IKU dengan capaian kategori Baik, namun
terdapat juga IKU yang masih perlu diperbaiki capaiannya
dan memerlukan kerja keras seluruh jajaran BPOM.

Terhadap pencapaian yang cukup baik pada periode triwulan Il|

tahun 2021 ini patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih perlu diikuti
dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja ke depan sampai dengan berakhirnya
tahun 2021 ini. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPOM maupun
dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang ditargetkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertangungjawaban
BPOM dan menjadi masukkan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka

memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja
BPOM di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2021
Kepala BPOM Ri

Penny K. Lukito
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka memantau kemajuan capaian target kinerja, Badan Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini di samping sebagai sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja BPOM, juga berisi upaya untuk memperbaiki kinerja dalam rangka
pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPOM 2021, terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis yaitu:
1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan
pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan;
3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat
dan Makanan; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 5)
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan; 6)
Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan; 7)
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan; 8)
Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal; 9) Terwujudnya
SDM yang berkinerja optimal; 10) Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta
penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan; dan 11) Terkelolanya
keuangan BPOM secara akuntabel. Pencapaian kesebelas sasaran strategis tersebut diukur
dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja.

Capaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang diukur pada Triwulan Ill Tahun 2021
terdiri dari 6 (enam) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU). Dari 11
(sebelas) IKU yang diukur, 9 (sembilan) IKU memperoleh capaian Baik, yaitu Persentase Obat
yang memenuhi syarat (105,36%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (108,03%),
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (99,43%),
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (105,95%),
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas
sektor (100,01%), Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (104,16%), Persentase kerjasama
yang efektif (109,22%), Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
(104,53%), serta Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (100%). Terdapat 1 (satu) IKU
dengan kategori capaian Cukup yaitu Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan
dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (89,71) dan 1 (satu) IKU dengan
kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan yaitu Nilai Kinerja Anggaran BPOM (159,50%).

Pada tahun 2021, pagu anggaran BPOM setelah refocusing sebesar Rp1.804.129.899.000
(satu triliun delapan ratus empat miliar seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus
sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sampai dengan Triwulan Ill, telah direalisasikan sebesar
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Rp1.188.881.660.998 (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus delapan
puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan delapan
rupiah) atau 65,90% dari total pagu anggaran.

Untuk perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab IKU agar melakukan evaluasi
pencapaian yang ada serta melakukan pemantauan dan pengawalan untuk pencapaian
kinerja periode berikutnya sampai berakhirnya Tahun 2021. Komitmen dan tanggung jawab
secara bersama seluruh pimpinan dan pegawai BPOM diharapkan dapat mendukung kinerja
BPOM yang lebih baik lagi pada periode berikutnya.



| ”
-EADAN POM

Laporan Kinerja Interim BPOM
Triwulan 111 2021

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan
belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu,

perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan

sepanjang product life cycle yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak

dapat dipisahkan. Data yang diperoleh dari hasil evaluasi izin edar (pre-market) khususnya

yang menunjukkan risiko, menjadi input untuk pengawasan post-market dan

sebaliknya. Siklus ini dimulai dari dari pencegahan (standardisasi, perizinan, sertifikasi,

pembinaan), pengawasan post market, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa

pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan

siklus  ini

berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan

yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat

sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring

perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk

herbal, dan pangan disebut juga wellness industry adalah termasuk sektor industri prioritas

dalam Making Indonesia 4.0 dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena

memiliki added value tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan

semakin masif tidak hanya melalui jalur offline tetapi juga online. Dinamika lingkungan

strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga

BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk

mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil

langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada

BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas

pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

&

Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah
pusat dan daerah

Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang
pengawasan Obat dan Makanan

Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

ﬂ:, H-H E., Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM I
~ g <

e
(V) [ e e |
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B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan
Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4
Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan
Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Lingkungan BPOM. Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (meliputi Balai Pengujian
Produk Biologi, Balai Kalibrasi, dan Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan) disusun
berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan
Nasional BPOM. Ikhtisar dari keempat peraturan tersebut dapat dilihat pada gambar
berikut:

KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

INSPEKTORAT UTAMA

m

SEKRETARIAT UTAMA

BIRO
KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT

BIRO
SUMBER DAYA
MANUSIA

PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

DEPUTI DEPUTI

BIDANG PENGAWASAN BIDANG PENGAWASAN DEPUTI

OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKUSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DIREKTORAT
ISAS| OBAT NARKOTIKA.
A, {

DIREKTORAT
PENGAWASAN PRODUKS! OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN PREKUSOR

DIREKTORAT PENGAWASAN
DISTIRBUSI DAN

PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN PREKUSOR

KOTIKA, PSIKOTROP!
PREKUSOR. DAN ZAT ADIXTE

OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK

DIREKTORAT
STANDARDISAS| OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN
KESEHATAN, DAN KOSMETIK

DIREKTORAT
REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
SUPLEMEN KESEHATAN, DAN
KOSMETIK

DIREKTORAT
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL
DAN SUPLEMEN KESEHATAN

DIREKTORAT
PENGAWASAN KOSMETIK

BIDANG PENGAWASAN

DIREKTORAT
REGISTRASI PANGAN OLAHAN

DIREKTORAT
PENGAWASAN PRODUKSI
PANGAN OLAHAN

DIREKTORAT
PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAMAN

DATA DAN INFORMASI
OBAT DAN MAKANAN

PUSAT PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN

PENGEMBANGAN PENGUJIAN
OBAT DAN MAKANAN
NASIONAL

PUSAT

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

RISET DAN KAJIAN
OBAT DAN MAKANAN

DEPUTI
BIDANG PENINDAKAN

DIREKTORAT
CEGAH TANGKAL

DIREKTORAT
INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

DIREKTORAT
SIBER OBAT DAN MAKANAN

DIREKTORAT
PENYIDIKAN OBAT DAN
MAKANAN
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Saat ini pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya
tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan. Oleh karena itu perlu dibuat
payung hukum vyang kuat dalam bentuk Rancangan Undang-Undang tentang
Pengawasan Obat dan Makanan.

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan BPOM, laboratorium
pengujian mempunyai peran yang sangat strategis. Jika berdasarkan hasil pengujian
laboratorium suatu produk dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), maka dapat
dilakukan penarikan produk atau tindakan lain yang diperlukan sehingga masyarakat
terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Peningkatan
kemampuan laboratorium pengujian meliputi pengembangan SDM, instrumen
maupun Standar Ruang Lingkup. Mengingat keterbatasan sumber daya, maka
peningkatan kemampuan laboratorium pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus,
sehingga perlu disusun Grand Design Pengembangan Laboratorium Pengujian BPOM.

Implementasi SKN dan JKN membawa dampak langsung maupun tidak langsung
terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya
jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri
karena industri obat akan berusaha menjadi supplier untuk program pemerintah
tersebut. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya
peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Dalam hal ini tuntutan
terhadap peran BPOM akan semakin besar di antaranya peningkatan pengawasan pre-
market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat
pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Perkembangan teknologi yang semakin menyebar di seluruh pelosok Indonesia salah
satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Kondisi tersebut
merupakan potensi pasar bagi ekonomi digital terutama e-commerce. E-commerce
menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan
makanan. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya
pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi
peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan
ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk.
Dengan demikian, BPOM harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi
instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan
keamanan, mutu dan manfaat produk yang dihasilkan.
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Upaya peningkatan daya saing dan kemandirian usaha Obat dan Makanan saat ini
masih ditekankan pada kepatuhan pemenuhan Good Regulatory Practices yaitu Good
Manufacturing Practices (GMP), Good Laboratory Practices (GLP), dan Good Clinical
Practices (GCP). Ke depan, diperlukan upaya peningkatan daya saing dan kemandirian
usaha Obat dan Makanan dengan dukungan insentif khusus untuk usaha. Di samping
itu, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pendaftaran online produk Obat dan
Makanan di tingkat pusat (BPOM) dan tingkat provinsi (Balai Besar/Balai POM).
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PERENCANAAN
KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan
nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan
pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan
Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan
tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024
merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi,
arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk
mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong

=
@

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan
kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas
manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan
keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang
produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan
kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam
kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan
pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan
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Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan
mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang
dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan
metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu stakeholders
perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Peta
strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:

5354. Meningkatnya kualitas
kebijakan pengawasan Obat
dan Makanan

§5.8 Terwujudnya tatakelola
pemerintahan dan kerjasama
BPOM yang optimal

$81. Terwujudnya Obat dan
Makanan yang Aman dan

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

$82. Meningkatnya kepatuhan 883 Meningkatnya kepuasan
pelaku usaha dan kesadaran pelaku usaha dan Masyarakat
masyarakat terhadap keamanan terhadap kinerja pengawasan Obat

dan mutu Obat dan Makanan

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

885. Meningkatnya efektivitas
pengawasandan Pelayanan
Publik dibidang Obat dan
Makanan

556. Meningkatnya efektivitas
penegakan hukumterhadap
kejahatan Obat dan Makanan

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

$510. Menguatnya laboraterium,

589.Terwujudnya SDM yang analisis/kajian kebijakan, serta
berkinerja optimal penerapan e-govemnment dalam
pengawasan Obat dan Makanan

Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) Stakeholders Perspective
Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

2)

a)
b)

c)

Internal Process Perspective

dan Makanan

887 Meningkatnya regulatory
assistance dalam
pengembangan obat dan
makanan

5511. Terkelclanya Keuangan
BPOM secara Akuntabel

Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman
dan bermutu

Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan
masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh
BPOM. Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:
a) Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan

Obat dan Makanan

b) Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan

pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
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3)

c) Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum
terhadap kejahatan Obat dan Makanan

d) Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya regulatory assistance dalam
pengembangan Obat dan Makanan

Learning and Growth Perspective
Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan input yang dapat mendukung

terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BPOM. Terdapat 4

(empat) Sasaran Strategis, yaitu:

a) Sasaran strategis kedelapan (SS8), Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan

kerjasama BPOM yang optimal
b) Sasaran strategis kesembilan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
c) Sasaran strategis kesepuluh (S510), Menguatnya laboratorium, analisis/kajian

kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan

Makanan

d) Sasaran strategis kesebelas (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara

akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau
lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Stakeholders Perspective

1 | Terwujudnya Obat dan 1 | Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
Makanan yang aman 2 | Persentase Obat yang memenuhi syarat
dan bermutu 3 | Persentase Makanan yang memenuhi syarat

2 | Meningkatnya 4 | Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di
kepatuhan pelaku usaha bidang Obat dan Makanan
dan kesadaran 5 | Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)
masyarakat terhadap terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
keamanan dan mutu
Obat dan Makanan

3 | Meningkatnya kepuasan | 6 | Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian
pelaku usaha dan bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan
masyarakat terhadap Makanan
kinerja pengawasan 7 | Indeks kepuasan  masyarakat atas kinerja
Obat dan Makanan Pengawasan Obat dan Makanan

8 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

BPOM
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Internal Process Perspective
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Obat dan Makanan

4 | Meningkatnya kualitas 9 | Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan
kebijakan pengawasan Makanan
Obat dan Makanan
5 | Meningkatnya 10 | Persentase Obat vyang aman dan bermutu
efektivitas pengawasan berdasarkan hasil pengawasan
dan pelayanan publik di | 11 | Persentase Makanan yang aman dan bermutu
bidang Obat dan berdasarkan hasil pengawasan
Makanan 12 | Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan
Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
13 | Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
14 | Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6 | Meningkatnya 15 | Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan
efektivitas penegakan bersalah
hukum terhadap
kejahatan Obat dan
Makanan
7 | Meningkatnya 16 | Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal
regulatory assistance sesuai standar
dalam pengembangan 17 | Persentase UMKM vyang menerapkan standar

keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional,
Kosmetik, dan Makanan

Learning and Growth Perspective

8

Terwujudnya tatakelola
pemerintahan dan
kerjasama BPOM yang
optimal

Terwujudnya SDM yang
berkinerja optimal

18 | Indeks RB BPOM

19 | Nllai AKIP BPOM

20 | Persentase kerjasama yang efektif

21 | Indeks profesionalitas ASN BPOM

22 | Persentase SDM BPOM vyang memenuhi standar

kompetensi

10

Menguatnya
laboratorium, analisis/
kajian kebijakan, serta
penerapan e-
government dalam
pengawasan Obat dan
Makanan

23

Indeks SPBE BPOM

24

Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan
Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan
Pengujian

25

Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan
Makanan yang dimanfaatkan

11

Terkelolanya keuangan
BPOM secara akuntabel

26

Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

27

Nilai Kinerja Anggaran BPOM
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B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2021 secara rinci
sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2021

Stakeholders Perspective
1 | Terwujudnya Obat dan | 1 | Indeks pengawasan Obat dan 76 Tahunan
Makanan yang aman Makanan
dan bermutu 2 | Persentase Obat yang | 83,6 Triwulan
memenubhi syarat
3 | Persentase = Makanan vyang 80 Triwulan
memenubhi syarat
2 | Meningkatnya 4 | Indeks kepatuhan (compliance 83 Tahunan
kepatuhan pelaku index) pelaku usaha di bidang
usaha dan kesadaran Obat dan Makanan
masyarakat terhadap | 5 |Indeks kesadaran masyarakat 75 Tahunan
keamanan dan mutu (awareness index) terhadap
Obat dan Makanan Obat dan Makanan yang aman
dan bermutu
Meningkatnya 6 | Indeks kepuasan pelaku usaha | 83,5 Tahunan
kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan
dan masyarakat dan pembinaan pengawasan
terhadap kinerja Obat dan Makanan
pengawasan Obat dan | 7 |Indeks kepuasan masyarakat 74 Tahunan
Makanan atas kinerja Pengawasan Obat
dan Makanan
8 | Indeks kepuasan masyarakat 88 Tahunan
terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective
Meningkatnya kualitas | 9 | Indeks kualitas kebijakan 76 Tahunan
kebijakan pengawasan pengawasan Obat dan Makanan
Obat dan Makanan

10
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5 | Meningkatnya 10 | Persentase Obat yang aman dan 86 Triwulan
efektivitas bermutu berdasarkan hasil
pengawasan dan pengawasan
pelayanan publik di 11 | Persentase Makanan yang aman 73 Triwulan
bidang Obat dan dan bermutu berdasarkan hasil
Makanan pengawasan
12 | Persentase rekomendasi hasil 62 Triwulan
pengawasan Obat dan Makanan
yang ditindaklanjuti oleh lintas
sector
13 | Tingkat efektivitas KIE Obat dan | 88,8 Triwulan
Makanan
14 | Indeks pelayanan publik di | 3,76 Tahunan
bidang Obat dan Makanan
6 | Meningkatnya 15 | Persentase putusan pengadilan 67 Tahunan
efektivitas penegakan yang dinyatakan bersalah
hukum terhadap
kejahatan Obat dan
Makanan
7 | Meningkatnya 16 | Persentase inovasi obat dan 77 Tahunan
regulatory assistance makanan yang dikawal sesuai
dalam pengembangan standar
Obat dan Makanan 17 | Persentase UMKM yang 75 Triwulan
menerapkan standar keamanan
dan mutu produksi Obat
Tradisional, Kosmetik, dan
Makanan
Learning and Growth Perspective
8 | Terwujudnya 18 | Indeks RB BPOM 85 Tahunan
tatakelola 19 | Nllai AKIP BPOM 85 Tahunan
pemerintahan dan 20 | Persentase kerjasama yang 84 Triwulan
kerjasama BPOM yang efektif
optimal
9 | Terwujudnya SDM 21 | Indeks profesionalitas ASN 77 Tahunan
yang berkinerja BPOM
optimal 22 | Persentase SDM BPOM yang 82 Triwulan
memenubhi standar kompetensi
10 | Menguatnya 23 | Indeks SPBE BPOM 3,95 Tahunan
laboratorium, analisis/ | 24 | Persentase pemenuhan 76 Tahunan
kajian kebijakan, serta laboratorium pengawasan Obat

11
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penerapan e- dan Makanan terhadap Standar
government dalam Kemampuan Pengujian
pengawasan Obat dan | 25 | Persentase riset dan kajian 75 Tahunan
Makanan pengawasan Obat dan Makanan
yang dimanfaatkan
11 | Terkelolanya keuangan | 26 | Opini BPK atas Laporan WTP Tahunan
BPOM secara Keuangan BPOM
akuntabel 27 | Nilai Kinerja Anggaran BPOM 94 Triwulan

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, BPOM mendapat

dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan Puluh

Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).

Selama Tahun 2021 dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada

masyarakat, serta pemulihan ekonomi nasional, telah dilakukan refocusing/realokasi

belanja pada BPOM sebanyak 4 tahap, yaitu:

1) APBNP Tahap | =Rp0,- BPOM tidak ikut dalam Kementerian Lembaga yang dilakukan
penghematan;

2) APBNP Tahap 11=Rp50.099.352.000,-;

3) APBNP Tahap I1I=Rp91.200.000.000,-;

4) APBNP Tahap IV=Rp138.855.961.000,-.

Total penghematan anggaran BPOM sebesar Rp280.155.313.000,- atau 13,44% dari total
pagu vyang dialokasikan pada awal tahun sebesar Rp2.084.285.212.000,-. Dengan
demikian, pagu akhir BPOM setelah APBNP Tahap IV adalah Rp1.804.129.899.000,-. (Satu
Triliun Delapan Ratus Empat Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 2 program
sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program

1 Program Pengawasan Obat dan Makanan 755.889.910.000
2 Program Dukungan Manajemen 1.048.239.989.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran
strategis tahun 2021 sebagai berikut:
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Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran Strategis

No

10

11

Sasaran Strategis
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan
bermutu
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan
kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu
Obat dan Makanan
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan
masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan
Makanan
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat
dan Makanan

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan
publik di bidang Obat dan Makanan

Meningkatnya  efektivitas penegakan  hukum
terhadap kejahatan Obat dan Makanan
Meningkatnya  regulatory  assistance  dalam
pengembangan Obat dan Makanan

Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama
BPOM yang optimal

Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal

Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan,
serta penerapan e-government dalam pengawasan
Obat dan Makanan

Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Total

13

Anggaran (Rp)
119.359.183.000

52.949.711.000

73.700.708.000

13.312.220.000

122.734.872.000

46.293.240.000

10.580.865.000

163.882.960.000

905.000.224.000

282.047.100.000

14.268.816.000

1.804.129.899.000
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AKUNTABILITAS
KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan Ill Tahun 2021

Capaian kinerja Triwulan Ill Tahun 2021 merupakan hasil dari pelaksanaan
program/kegiatan BPOM dari Januari sampai dengan September 2021. Capaian kinerja
yang diukur pada Triwulan Ill Tahun 2021 terdiri dari capaian kinerja pada 6 dari 11 Sasaran
Strategis (SS) dengan 11 dari 27 Indikator Kinerja.

Capaian dari kesebelas IKU tersebut secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Triwulan Il Tahun 2021

Indikator Kinerja Sasaran Target Capaian Kinerja Triwulan Il
Sasaran Strategis Strategis Target Realisasi %
Tahunan
(IKSS)
SS1 | Terwujudnya IKSS2 | Persentase Obat 83,60 83,60 88,08
Obat dan yang memenuhi
Makanan yang syarat
aman dan | IKSS3 | Persentase 80 80 86,42
bermutu Makanan yang
memenuhi syarat
SS5 | Meningkatnya IKSS10 | Persentase Obat 86 86 85,51
efektivitas yang aman dan
pengawasan dan S
gﬁlslxilsr:ja;nbidang berdasarkan hasil
Obat dan pengawasan
Makanan IKSS11 | Persentase 73 73 77,34
Makanan yang
aman dan
bermutu

berdasarkan hasil
pengawasan

IKSS12 | Persentase 62 62 62,01
rekomendasi hasil

pengawasan Obat
dan Makanan yang
ditindaklanjuti
oleh lintas sektor

14



BaoAN Pt Triwulan 111 2021

Indikator Kinerja Sasaran Target Capaian Kinerja Triwulan Il
Sasaran Strategis Strategis Target Realisasi %
Tahunan
(IKSS)
IKSS13 | Tingkat efektivitas 88,80 88,80 92,49
KIE Obat dan
Makanan
SS7 | Meningkatnya IKSS17 | Persentase UMKM 75 68 61,00 89,71
regulatory yang menerapkan
assistance standar keamanan
dalam dan mutu produksi
pengembangan .
Obat dan Obat Tradisional,
Makanan Kosmetik, dan
Makanan
SS8 | Terwujudnya IKSS20 | Persentase 84 65 71,00
tatakelola kerjasama  yang
pemerintahan S
dan kerjasama
BPOM yang
optimal
SS9 | Terwujudnya IKSS22 | Persentase SDM 82 74,5 77,88
SDM yang BPOM yang
berkinerja @
optimal standar
kompetensi
SS11 | Terkelolanya IKSS26 | Opini BPK atas WTP WTP WTP
Keuangan BPOM Laporan Keuangan
secara BPOM
Akuntabel IKSS27 | Nilai Kinerja 94 55 87,73
Anggaran BPOM
Keterangan:
Kriteria Capaian | Ket |
Tidak dapat disimpulkan x>120% i
Sangat Baik 110% < x < 120% | |
Baik 90% < x < 110% ]
Cukup 70% < x < 90% ' |
Kurang 50% < x < 70% |
Sangat Kurang < 50% |

15
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B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala,
upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan
klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama
sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar
keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat
dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi
harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai
pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi
degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan
sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses
yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (pre-market evaluation),
Pengawasan selama beredar (post-market control), Pengujian Laboratorium, dan
Penegakan Hukum. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan
post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan
Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks
Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks
Pengawasan Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Tabel 3.2. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

Target
No Indikator Realisasi Capaian
Tahunan Triwulan

1 Indeks Pengawasan Obat dan 76 - Akhir Tahun -
Makanan

2 | Persentase Obat yang 83,6 83,6 88,08 105,36
memenubhi syarat

3  Persentase Makanan yang 80 80 86,42 108,03

memenubhi syarat

16
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a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80
Tahun 2017). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada
Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang
ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat
beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling
acak di tahun berjalan.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat
didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2)
tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5)
memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat memenubhi syarat = (Jumlah sampel
Obat acak memenubhi syarat dibagi Total sampel

Obat acak yang diperiksa dan diuji) x 100%

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya
sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 28.399 sampel Obat yang
diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan lll, yang dinyatakan memenubhi syarat
sebesar 25.013 sampel (88,08%). Dibandingkan dengan target Triwulan Il sebesar
83,60%, maka capaian indikator adalah 105,36% dengan kategori “Baik”. Capaian
indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian
kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah
pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.3. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

83,60 88,08 105,36

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator
Persentase Obat yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19
antara lain:

17
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1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk
penanganan COVID-19 dengan skema Emergency Use Authorization (EUA)

Kriteria Obat Non COVID-19 Obat COVID-19
Pra Registrasi 40 HK 6 jam
Evaluasi Registrasi Obat 100 HK, 120 HK, dan 300 HK 20 HK
Baru dan Produk (sesuai kajian risiko)
Biologi
Evaluasi Registrasi Obat 150 HK 5 HK
Generik
Dokumen Mutu - Ukuran bets dan laporan - Ukuran bets dan laporan

Dokumen Klinik dan

9

komersial -
- Data stabilitas 12 bulan -
- Laporan uji BE lengkap

validasi skala validasi proses = skala pilot
Data stabilitas 6 bulan
Uji BE: Uji Disolusi Terbanding

BE (kajian

proses

dan komitmen
risiko)

Harus lengkap Dapat memberikan data

Non Klinik penggunaan obat tersebut selama
pandemi baik di Indonesia
ataupun negara lain (kajian risiko)
2) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui desktop inspection

3)

4)

5)
6)

dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan
pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi
Corrective Action and Preventive Action (CAPA) inspeksi sebelumnya
Menerbitkan Buku Pengelolaan Vaksin COVID-19 di fasilitas pelayanan
kefarmasian dalam rangka vaksinasi COVID-19 sebagai panduan fasilitas
pelayanan dalam pengelolaan vaksin sehingga mutu dan kemananan vaksin
tetap terjaga sampai digunakan dalam proses pelayanan vaksinasi

Melakukan pengawalan distribusi vaksin COVID-19 di sarana distribusi
(Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota
dan Pedagang Besar Farmasi) dan sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit
dan Puskesmas)

Pengawasan obat pasca penerbitan EUA

Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,
dan Kosmetik yang meliputi:

a) Simplifikasi registrasi produk prioritas dan registrasi obat tradisional
dengan klaim daya tahan tubuh dalam rangka percepatan penanganan
pandemi Covid-19

b) Registrasi variasi dengan perubahan supplier bahan baku dengan
spesifikasi sama melalui mekanisme do and tell

Simplifikasi registrasi produk dengan penambahan tempat produksi
dengan melampirkan surat komitmen pelaksanaan uji stabilitas pra
registrasi

18
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d) Percepatan perizinan kosmetik berupa percepatan timeline Service Level
Agreement dari semula 14 hari kerja menjadi 3 hari kerja khusus produk
hand moist gel, hand gel, hand cleaner/hand wash

e) Pemberian kemudahan perizinan berusaha dengan memangkas timeline
berdasarkan klasifikasi produk dan tahapan pendaftaran

f) Penyempurnaan sistem penerbitan izin edar menggunakan Tanda Tangan
Elektronik

7) Uji cepat menggunakan rapid test (Minilab) untuk obat yang digunakan dalam
penanganan COVID-19 oleh:

a) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN)

sebagai koordinator

b) 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi

8) Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang
tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana serta pembersihan pasar
produk tidak memenuhi syarat di peredaran

9) Penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetika

10) Desk konsultasi penandaan kosmetika kepada pelaku usaha

11) Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik untuk Petugas Bala dan Loka

12) Webinar Series Pengawasan Kosmetik

13) Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik untuk Pelaku usaha

b. Persentase Makanan yang memenubhi syarat (IKSS3)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan
tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam
proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan
Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada
tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar
berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di
tahun berjalan.

Persentase makanan memenubhi syarat = (Jumlah
sampel Makanan acak memenuhi syarat dibagi Total

sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji) x
100%
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Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya
sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 11.068 sampel makanan
yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan lll, yang dinyatakan memenuhi
syarat sebesar 9.565 sampel (86,42%). Dibandingkan dengan target Triwulan Il
sebesar 80%, capaian indikator ini adalah 108,03% dengan kategori “Baik”.
Capaian indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru
sebagian kecil dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini
dapat berubah pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.4. Capaian Persentase Makanan yang memenubhi syarat

IKSS3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Capaian Triwulan Il Capaian
Target Tahunan e e
2021 Target Realisasi % Kategori

Target 1 Tahun

80 80 86,42 108,03 [NBEIKEN 108,03

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator
Persentase Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-
19 antara lain:

1) Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama masa pandemi COVID-

19, meliputi:

a) Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) produk GKP tidak diwajibkan
melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional
Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya

b) Percepatan penerbitan/timeline NIE GKP dari 5 hari kerja menjadi 2 hari
kerja

c) Pemeriksaan sarana dilakukan melalui desk audit secara online

2) Peluncuran aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan yang dapat
memudahkan pelaku usaha mengetahui persyaratan dan cara mendaftarkan
pangan olahan

3) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19,
diantaranya:

a) Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media online seperti
livechat, call center, email.

b) Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui subsite,
digital marketing di berbagai media social seperti youtube, Instagram,
Twitter

c) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi
Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media online seperti Webinar (Web
Seminar), Kulwapp (kuliah Whatsapp), Kulgram (Kuliah Telegram)
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2. Sasaran Strategis 5 (SS5)
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang
Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup
standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan
distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan
penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang
konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu,
diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari
kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang
mampu mengawalnya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis
risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional
untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh
BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan
langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai
berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan;
(2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3)
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti
oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks
pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Indeks
pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan akan dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Tabel 3.5. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5
$S5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

. Target L. .
No Indikator - Realisasi Capaian
Tahunan Triwulan
1 Persentase Obat yang aman dan bermutu 86 86 85,51 99,43
berdasarkan hasil pengawasan
2 Persentase Makanan yang aman dan bermutu 73 73 77,34 105,95
berdasarkan hasil pengawasan
3  Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat 62 62 62,01 100,01
dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas
sektor
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan 88,8 88,8 92,49 104,16
5 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan 3,76 - Akhir -
Makanan Tahun
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a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (1IKSS10)
Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,
prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80
Tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria
Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling
targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan
pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka.

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2)
tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5)
memenubhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel

Obat targeted memenuhi syarat dibagi Total sampel
Obat targeted yang diperiksa dan diuji) x 100%

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya
sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 9.412 sampel Obat yang
diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan lll, yang dinyatakan aman dan bermutu
sebesar 8.048 sampel (85,51%). Dibandingkan dengan target Triwulan Il sebesar
86%, maka capaian indikator ini adalah 99,43% dengan kategori “Baik”. Capaian
indikator ini merupakan data sementara karena jumlah sampel yang selesai uji
baru sebagian dari total target sampel 1 tahun. Diharapkan pada akhir tahun,
target dapat tercapai.

Tabel 3.6. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan

85,51 99,43

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan
bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:
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1) Simplifikasi dan percepatan perizinan diberlakukan untuk produk yang
mendukung pencegahan COVID-19 seperti:

a) Obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 hari kerja (HK)
menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120
HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK
menjadi 5 HK. Percepatan juga dilakukan dengan menghilangkan tahapan
dan persyaratan dengan kajian risiko dan komitmen pemenuhan data post
approval)

b) Simplifikasi kelengkapan dokumen registrasi dimana industri farmasi
dibolehkan melakukan penyerahan data dalam secara bertahap
berdasarkan ketersediaan data (rolling submission)

c) Fleksibilitas persyaratan untuk pengembangan obat/vaksin yang masih
berjalan

d) Review dan rekomendasi untuk SAS (Special Access Scheme) obat donasi
untuk penanganan COVID-19 dalam waktu 1 jam

e) Kosmetik untuk produk hand moist gel, hand gel, dan hand
cleaner/handwash dari SLA yang semula 14 HK menjadi 1 HK

2) Pengawalan keamanan dan mutu vaksin COVID-19 di sepanjang jalur distribusi
vaksin (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah

Kab/Kota, dan Puskesmas)

3) Rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan suplemen
kesehatan donasi untuk percepatan penanganan COVID-19

4) Pengawasan pemasukan kosmetik impor post border

5) Pengawalan kepatuhan terkait regulasi di bidang informasi dan promosi
kosmetik kepada pelaku usaha

6) Sosialisasi terkait peraturan di bidang pengawasan kosmetik kepada pelaku
usaha dan stakeholder

b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
(IKSS11)

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari
sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai
makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan
Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
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Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria
Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling
targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat
adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat
berdasarkan pengujian.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu
berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel
Makanan targeted memenuhi syarat dibagi Total

sampel Makanan targeted yang diperiksa dan diuji)
x 100%

Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya
sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 5.128 sampel makanan yang
diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan lll, yang dinyatakan aman dan bermutu
sebesar 3.966 sampel (77,34%). Dibandingkan dengan target Triwulan Ill sebesar
73%, maka capaian indikator ini adalah 105,95% dengan kategori “Baik”. Capaian
indikator ini lebih dari 100% karena jumlah sampel yang selesai uji baru sebagian
dari total target sampel 1 tahun. Dengan demikian, realisasi ini dapat berubah
pada triwulan berikutnya.

Tabel 3.7. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan
hasil pengawasan

77,34 105,95 105,95

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman

dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:

1) Penerbitan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

2) Kegiatan desk registrasi dan coaching clinic dalam rangka jemput bola registrasi
pangan olahan
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3) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa status
darurat kesehatan COVID-19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan
kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga
diterima konsumen

4) Relaksasi persyaratan pendaftaran Nomor Izin Edar (NIE) produk Gula Kristal
Putih (GKP) dan percepatan timeline SLA penerbitan NIE GKP dari 5 HK
menjadi 2 HK (berlaku dalam masa darurat COVID-19). Relaksasi persyaratan
SKI (Surat Keterangan Impor) GKP dan percepatan SLA penerbitan SKI 1 HK
menjadi maksimal 5 jam (berlaku dalam masa darurat COVID-19).

c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang
ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan
rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun
Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan
tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan,
peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan ljin/Pencabutan
NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana
produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan
iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus,
pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga,
organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan
Makanan diharapkan memberikan feedback/respon sebagai tindak lanjut terhadap
keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit
Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklan juti

; ; X 100%
Total rekomendasi hasil pengawasan

Hasil pengukuran indikator pada triwulan Ill, dari 1.574 rekomendasi hasil
pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah
976 (62,01%). Dibandingkan dengan target triwulan Il sebesar 62%, capaian
indikator ini adalah 100,02% dengan kategori “Baik”. Target Tahunan indikator ini
merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama
dengan Triwulan.
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Tabel 3.8. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan
Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

IKSS12 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang
ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Capaian Triwulan Il Capaian
Target Tahunan Terhadap
2021 Target Realisasi % Kategori  T4rget 1 Tahun

62 62 62,01 100,02 _ 100,02

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain:

1) Jangka waktu untuk takedown iklan produk obat tradisional and suplemen
kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan berbeda-beda pada setiap
platform e-commerce sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih dahulu
dengan Indonesia E-commerce Association (IdEA) terkait takedown iklan yang
ditayangkan anggotanya

2) Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha oleh
pemerintah daerah Kabupaten/Kota

3) Lintas sektor membutuhkan waktu untuk melakukan tindak lanjut, terutama
untuk rekomendasi yang baru diterbitkan di bulan Juni

4) Terbatasnya pergerakan lintas sektor akibat kebijakan pembatasan kegiatan di
masa pandemic COVID-19

5) Terdapat lintas sektor yang sedang fokus pada kebijakan penanganan pandemi
pada triwulan I COVID-19

Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah
rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas
sektor antara lain:

1) Membentuk forum komunikasi antara BPOM dengan Komisi Penyiaran
Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan
Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dalam rangka melakukan pengawasan
iklan

2) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana
Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya
masing-masing

3) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang
Obat dan Makanan

4) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
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5) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan
berkelanjutan
6) Monitoring dan evaluasi secara berkala

d. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)
BPOM memiliki berbagai jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke
masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Pengukuran indikator ini bertujuan
untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman
masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE
(Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:

1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau
terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil
penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.9. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

<65,00 Kurang Efektif
65,01 - 75,00 Cukup Efektif
75,01 - 85,00 Efektif
85,01 - 95,00 Sangat Efektif
95,01 - 100 Sangat Efektif Sekali
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Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan Ill, diperoleh nilai tingkat
efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 92,49. Nilai 92,49 mengindikasikan
bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada
triwulan Il sudah sangat efektif. Jika nilai tersebut dibandingkan dengan target
triwulan Il yaitu 88,80, capaian indikator ini adalah 104,16% dengan kategori
“Baik”. Namun jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan Il sebesar 93,
tedapat sedikit penurunan sebesar 0,51 poin. Hal ini disebabkan adanya
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat setelah
munculnya gelombang kedua kasus COVID-19. Pada periode ini kegiatan KIE BPOM
yang dilaksanakan juga terbatas, dan fokus masyarakat untuk mengikuti kegiatan
KIE juga menurun karena teralihkan untuk upaya pencegahan dan pemulihan dari
gelombang kedua COVID-19.

Tabel 3.10. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
IKSS13 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Capaian Triwulan llI Capaian
Target Tahunan Terhadap
2021 Target Realisasi % Kategori  T5rget 1 Tahun

88,8 88,8 92,49 104,16 _ 104,16

Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:

a) Ragam kegiatan sebesar 90,81, menurun 0,4 poin dibanding triwulan
sebelumnya (91,21);

b) Pemahaman sebesar 93,91, menurun 0,3 poin dibanding triwulan sebelumnya
(94,21);

c¢) Manfaat sebesar 93,81 menurun 0,44 poin dibanding triwulan sebelumnya
(94,25); dan

d) Minat sebesar 87,68 menurun 1,13 poin dibanding triwulan sebelumnya
(88,81).

Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Pemahaman” yang menunjukkan
tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi KIE BPOM yang disampaikan.
Kontribusi terendah berasal dari indikator “Minat” yang berarti menunjukkan
minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM.

Dari hasil evaluasi di atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan
pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan IV antara lain:

1) Setiap unit kerja dan UPT melakukan survei sesuai periode triwulan tahun
berjalan dan melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden,
termasuk proses cleaning jika terdapat data responden ganda.
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2) Setiap unit kerja dan UPT dapat melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil
pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang
lebih efektif.

3. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan
Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan
sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing
bangsa. Regulatory assistance BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan
pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi
pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan
keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas
UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar
UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun
luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase
inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM
yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik,
dan Makanan. Pengukuran terhadap indikator Persentase inovasi Obat dan Makanan
yang dikawal sesuai standar dilakukan pada Triwulan IV 2021.

Tabel 3.11 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

. Target L. .
No Indikator - Realisasi Capaian
Tahunan Triwulan
1 Persentase inovasi Obat dan 77 - Akhir -
Makanan yang dikawal sesuai Tahun
standar
2 | Persentase UMKM yang 75 68 61 81,33

menerapkan standar keamanan
dan mutu produksi Obat
Tradisional, Kosmetik, dan
Makanan
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Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat
Tradisional, Kosmetik, dan Makanan (IKSS17)

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal
yaitu sebesar:

a) Mikro (<Rp50 juta);

b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);

c) Menengah (Rp500 juta — 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara
Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi
Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi
pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat

Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap
(komponen A)

2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)

3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan
(komponen C)

Dari ketiga komponen tersebut, komponen A dan B dapat dihitung realisasinya per
triwulan, sementara realisasi untuk komponen C baru dapat dihitung di akhir tahun.
Oleh karena itu, untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan IlI
digunakan perhitungan sebagai berikut:

Komponen (A + B)
2

Hasil perhitungan tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:

» Untuk UMKM obat tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap, dari 90
UMKM vyang didampingi/difasilitasi sampai sebanyak 36 UMKM memperoleh
setifikat (40%).

» Untuk UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB, dari 50 UMKM yang
didampingi/difasilitasi sebanyak 41 UMKM memperoleh sertifikat (82%).

Berdasarkan data tersebut, sampai dengan triwulan Il persentase UMKM vyang
menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan
Makanan adalah sebesar 61%. Dibandingkan dengan target triwulan Il sebesar 68%,
capaian indikator ini adalah 89,71% dengan kategori “Cukup”. Apabila dibandingkan
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dengan target akhir tahun sebesar 75%, maka capaian indikator ini adalah 81,33% dan
diproyeksikan akan tercapai di akhir tahun.

Tidak tercapainya target pada triwulan Il ini disebabkan kondisi PPKM darurat
sehingga pendampingan UMKM pada triwulan Il dilakukan secara daring dan pelaku
usaha ada yang tidak beroperasi selama PPKM sehingga masih berproses untuk
Sertifikasi CPOTB Bertahap dan CPKB. Akan dilakukan monitoring capaian dan kendala
terhadap UMKM yang sudah didampingi dan mau / sedang mengajukan Sertifikasi
CPOTB Bertahap dan CPKB.

Tabel 3.12. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan
dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

IKSS17 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu
produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

Capaian Triwulan Il Capaian
Target Tahunan Terhadap
2021 Target Realisasi % Kategori Target 1 Tahun
75 58 61 89,71 Cukup 81,33

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam

menerapkan standar keamanan dan mutu produksi di antaranya melalui:

1) Bimbingan teknis (Bimtek) Cara Pembuatan Produk yang Baik (GMP) dan sosialisasi
keamanan dan mutu produk

2) Pendampingan bagi UMKM untuk pemenuhan standar sertifikasi sarana maupun
registrasi produk

3) Coaching clinic sebagai pembinaan dan forum diskusi untuk UMKM khususnya
dalam sertifikasi sarana produksi dan registrasi produk

4) Pengembangan platform digital Istana UMKM

5) Insentif untuk UMKM baik berupa keringanan biaya, simplifikasi persyaratan
maupun percepatan perizinan

3. Sasaran Strategis 8 (SS8)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM vyang
optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus
melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata
kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya
aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan,
dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi.
Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
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efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai
AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif. Pengukuran untuk indikator
Nilai RB dan AKIP BPOM dilakukan pada triwulan IV 2021.

Tabel 3.13 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8

$S8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal

Target
No Indikator Realisasi Capaian
Tahunan Triwulan
1 Indeks RB BPOM 85 - Akhir Tahun -
2 | Nilai AKIP BPOM 85 - Akhir Tahun -
3 | Persentase kerjasama yang 84 65 71 109,22

efektif

Persentase kerjasama yang efektif (1KSS20)

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan
peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan
Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait
isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau
diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan
daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang
lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja
sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama
luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri
(regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung
diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan
pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri
adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi
pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi
profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan
untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM

b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.
Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan,
penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan
pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan
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pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan
antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional meruapakan
pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan
multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level
global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama
adalah
Persentase kerja sama yang efektif = (A +B)/2

Keterangan:

A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti
atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan
Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;

B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang
diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan
Makanan (A);

2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian
posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada
pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah
pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Sampai dengan triwulan I, sejumlah 311 kerja sama telah diimplementasikan dari 444
kerja sama Badan POM (70,05%). Selain itu, telah dilakukan 59 pertemuan bilateral,
regional, dan global yang dihadiri dan diberikan masukan atau posisi Badan POM dari
82 rencana pertemuan bilateral, regional dan multilateral terkait isu-isu Obat dan
Makanan (71,95%). Dari data tersebut diperoleh persentase kerja sama yang efektif
sebesar 71,00%. Dibandingkan target triwulan Il sebesar 65%, maka capaian indikator
ini adalah 109,22% dengan kategori “Baik”. Apabila dibandingkan dengan target akhir
tahun sebesar 84%, maka capaian indikator ini adalah 84,52% dan akan tercapai di
akhir tahun.
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Tabel 3.14. Capaian Persentase kerja sama yang efektif

IKSS20 - Persentase kerja sama yang efektif

Capaian Triwulan Il Capaian
Target Tahunan Terhadap
2021 Target Realisasi % Kategori Target 1 Th

84 65 71,00 109,22 _ 84,52%

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan Il Tahun 2021 yang menunjang pencapaian

indikator antara lain:

1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti
Pembahasan MoU Badan POM dengan Polri, BNN, Kemenkop UMK, LPP RRI, PT
Pos dan PT JNE, UNS, Yagensa dll;

2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral
termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan
vaksinasi COVID-19;

3) Implementasi kerja sama dengan mita luar negeri, antara lain Kazakhstan, India,
Korea Selatan, China, Arab Saudi, Jepang, Brazil, Amerika Serikat, Australia, JICA,
dil.

4) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral antara lain bahan kerja sama dengan
UW-Madison, Thailand FDA, Kedubes Pakistan, BEIS Inggris, OGYElI Hongaria,
Gamaleya Institute Moskow, Roszdravnadzor Moskow, SID&GP di Moskow,
BIOCAD St. Petersburg, The 2nd JCC Meeting Badan POM-JICA, Fasilitasi Coaching
Regulasi dan Akses Pasar pada program ISUTW, , Posisi Badan POM pada Article
Origin Marking pada Perundingan |IEU-CEPA, Fasilitasi Ekspor ke Arab Saudi ke
SFDA, Request/Offer List untuk Perdagangan Barang dalam Rangka Perundingan
Indonesia — United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership
Agreement (IUAE — CEPA), Lembaga Riset di Amerika Serikat, Bantuan Teknis
kepada NMRA Sri Lanka, Penandatanganan MoU Badan POM dengan MHLW,
NMPA-BPOM, ANVISA - BPOM , Penandatanganan MoU Badan POM dengan UW-
Madison, dll.

5) Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional Sidang Virtual
Meeting the Regional Comprehensive Economic Partnership Sub Working Group
on Rules of Origin ke-4, Ke-5 dan ke-6, Pertemuan Special Video Conference (SVC)
of the ASEAN Health Ministers’ Meeting (AHMM), ASEAN“, the 2nd AHKFTA Sub-
Committee on Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) — ASEAN Caucus, Pertemuan
Spesial PPWG, Discussion on the 2nd Draft Protocol to amend the ASEAN MRA on
GMP Inspection for Manufacturers of Medicinal Products (MRA on GMP),
Rangkaian Pertemuan SEOM, Pertemuan the 2nd AHKFTA Sub-Committee on
Rules of Origin (2nd AHKFTA SCROO) — Plenary, Workshop on the ASEAN
Pharmaceutical Regulatory Policy and the ASEAN Pharmaceutical Regulatory
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Framework (APRP and APRF), The 6th China-ASEAN Summit for Drug Development
and Cooperation, The 4th ASEAN Committed on Harmonisation of Prepared
Foodstuff Standards (ACHPFS), The 19th ASEAN Food Testing Laboratory
Committee (AFTLC), dll.

6) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Luar Negeri, seperti
Pembahasan draft MOU dengan negara mitra, Pertemuan WHO-Steering
Committee MSM-SFMP, Forum ASEAN, CND, WTO, APEC CTI, CODEX CCFICS, dll.

4. Sasaran Strategis 9 (SS9)
Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam
menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM
yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat
meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Indeks
Profesionalitas ASN BPOM; dan (2) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar
kompetensi. Untuk indikator indeks profesionalitas ASN BPOM, pengukuran dilakukan
pada Triwulan IV 2021.

Tabel 3.15. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9

. Target L. .
No Indikator . Realisasi Capaian
Tahunan Triwulan
1 Indeks Profesionalitas ASN 77 - Akhir Tahun -
BPOM
2  Persentase SDM BPOM yang 82 74,5 77,88 104,53

memenuhi standar kompetensi

Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi (1IKSS22)

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi
standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan
standar kompetensi yang diukur berdasarkan job person match (JPM) vyang
dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenubhi
standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar
Kompetensi = (Jumlah SDM BPOM yang memenubhi

standar kompetensi dibagi Total SODM BPOM) x 100%
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Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi
mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan
kategori sebagai berikut:
1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
a. Optimal : Memiliki nilai JPM > 90%
b. Cukup optimal  : Memiliki nilai JPM > 78% sampai < 90% (batas minimal)
c. Kurang optimal : Memiliki nilai JPM < 78%
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/seleksi

jabatan
a. Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM > 80%.
b. Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM > 80% sampai < 68 % (batas

minimal)
c. Kurang Memenuhi Syarat: Memiliki nilai JPM < 68%

Sampai dengan Triwulan Ill, berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi terdapat 3.703
SDM dari 4.755 SDM BPOM vyang memenuhi standar kompetensi (77,88%).
Dibandingkan dengan target Triwulan Il sebesar 74,5%, capaian indikator ini adalah
104,53% kategori “Baik”. Jika dibandingkan dengan target 1 tahun yaitu 82%, capaian
indikator ini adalah 94,97%.

Tabel 3.16. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi
Standar Kompetensi
IKSS22 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

Capaian Triwulan Il Capaian
Target Tahunan Terhadap
2021 Target Realisasi % Kategori Target 1 Th

82 74,5 77,88 104,53 _ 94,97

Pencapaian target realisasi SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi didukung
dengan adanya pengggunaan perangkat penilaian kompetensi yaitu Tes
Kompetensi/Situational Judgement Test yang dilakukan untuk level Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional Tertentu. Selain itu, metode penilaian kompetensi dengan
assessment center yang dilakukan untuk jenjang Jabatan
Struktural/Koordinator/Subkordinator/Talent Pool telah melibatkan atau berkolaborasi
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dengan Asesor SDM Aparatur dari Kementerian/Lembaga lainnya, sehingga hasil
penilaian kompetensi dapat lebih obyektif dan cepat dalam penyampaian hasilnya.

Penerapan Standar Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun
2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam
implementasinya menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaian target persentase
SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi. Hal ini karena berdasarkan hasil
evaluasi internal Asesor SDM Aparatur, levelling Standar Kompetensi Manajerial dan
Sosial Kultural antara Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional disamakan dalam
aturan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pencapaian
level kompetensi pada jenjang Jabatan Fungsional. Mengingat BPOM telah menerapkan
penyederhanaan birokrasi, sehingga dilakukan penyetaraan terhadap sebagian besar
jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, maka perlu segera dilakukan kaji ulang
terhadap levelling standar kompetensi tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut maka sejak tahun 2020, BPOM telah melakukan
koordinasi dan pembahasan dengan melibatkan beberapa Kementerian / Lembaga
antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait levelling kompetensi
untuk Jabatan Fungsional yang dirasa terlalu tinggi pada setiap jenjang yang dapat
berpengaruh pada capaian kompetensi.
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6. Sasaran Strategis 11 (SS11)
Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel
Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat
penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis

ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara
akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas
Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Tabel 3.17 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11

SS11. Terkelolannya Keuangan BPOM secara akuntabel
Target

No Indikator Realisasi Capaian
Tahunan Triwulan
1 Opini BPK atas Laporan WTP WTP WTP 100
Keuangan BPOM
2 | Nilai Kinerja Anggaran BPOM 94 55 87,73 159,50

a. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (1KSS26)

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian
intern.

Tabel 3.18. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
IKSS26 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Capaian Triwulan IlI Capaian
Target Tahunan Terhadap
2021 Target Realisasi % Kategori  T3rget 1 Tahun

WTP WTP WTP 100 _ 100

Hasil evaluasi BPK tahun 2021 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2020 adalah
“Wajar Tanpa Pengecualian”. Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam
penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern
serta menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara
layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
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b. Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap
kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui
Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran,
Kementerian Keuangan.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai
IKPA x 40%).
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Nilai Kinerja
83.47
Baik

100

84.67 82.27

50

Capaian Sasaran Strategis @ Rata Rata NKA Eselon

Indikator Pelaksanaan Anggaran Tingkat K/L b b Y

SAMPAI DENGAN | SEPTEMBER

KESESUAIAN PERENCANAAN EFISIENS| PELAKSANAAN
rrrrrrrrrr TERHADAP REGULASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN
DENGAN PELAKSANAAN KEGIATAN

VIASI
REVISL PAGU DATA PENGELOLAAN LP) DISPENSASI  PENYERAPAN = PENYELESAIAN ~ CAPAIAN  RETUR KESALAHAN
DIPA "” MINUS  KONTRAK UP DAN TUP BENDAHARA SPM ANGGARAN TAGIHAN OUTPUT = SP2D SPM

Nilai EKA dan IKPA BPOM

Nilai EKA BPOM pada triwulan Ill sebesar 83,47 sedangkan nilai IKPA BPOM sampai
dengan triwulan Il adalah 94,11 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar
87,73. Dibandingkan dengan target Triwulan Il sebesar 55, capaian indikator ini
adalah159,50% dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Namun apabila
dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 94, maka capaian indikator ini
adalah 93,33% dan akan tercapai di akhir tahun.
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Tabel 3.19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

IKSS27 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Capaian Triwulan 11l
Target Tahunan

2021 Target Realisasi % Kategori

Laporan Kinerja Interim BPOM
Triwulan 111 2021

Capaian
Terhadap
Target 1 Th

94 55 87,73 159,50 - 93,33

Tingginya capaian indikator nilai kinerja anggaran BPOM dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain:

1) Kebijakan pembatasan kegiatan menyebabkan sebagian besar pelaksanaan

kegiatan dialihkan secara daring sehingga realisasi output tinggi namun realisasi

anggaran kurang optimal

2) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam menyelesaikan data keuangan

dan dokumen pembayaran

3) Meningkatnya kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data kinerja dan

anggaran melalui aplikasi SMART.

C. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran BPOM tahun 2021 sebesar Rp2.084.285.212.000, namun setelah dilakukan
refocusing anggaran sebanyak 4 (empat) kali nilai pagu anggaran berubah menjadi

Rp1.804.129.899.000. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan Il sebesar

Rp1.188.881.660.998 atau 65,90% dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Per Program s.d Triwulan lll
\[o) PROGRAM PAGU REALISASI %
1 Program Pengawasan Obat dan 755.889.910.000 447.551.412.030 59,21
Makanan
2 Program Dukungan Manajemen 1.048.239.989.000 741.330.248.968 70,72
Total 1.804.129.899.000 1.188.881.660.998 65,90

Sumber: Aplikasi Satu DJA 11 Oktober 2021
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Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja s.d. Triwulan Il

Laporan Kinerja Interim BPOM
Triwulan 111 2021

NO JENIS BELANJA PAGU ‘ REALISASI %
1| Belanja Pegawai 633.530.378.000 476.360.636.772 75,19
Belanja Barang 830.710.812.000 542.982.446.253 65,36
Belaja Modal 339.888.709.000 169.538.577.973 49,88
Total 1.804.129.899.000 1.188.881.660.998 65,90

Sumber: Aplikasi Satu DJA 11 Oktober 2021

Apabila dibandingkan dengan target realisasi anggaran pada triwulan Il dari Kementerian

Keuangan sebesar minimal 60%, maka realisasi BPOM sudah melebihi target yang

ditetapkan. Namun demikian, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan realisasi

anggaran, antara lain dengan:

1) Mempercepat proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum

dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan;

2) Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat;

3) Mempercepat kegiatan penanganan Covid-19 (pengadaan penambah daya tahan

tubuh, alat pelindung diri, disinfektan, dll) untuk seluruh pegawai;

4) Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai

dengan akhir tahun menjadi kegiatan lain yang berdaya ungkit, seperti peningkatan

kompetensi pegawai; pemeriksaan kesehatan pegawai; dll.

5) Melakukan monev berkala untuk memastikan kegiatan terlaksana sesuai dengan

jadwal dan PoA yang ditetapkan;
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A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM sampai

dengan Triwulan Ill Tahun 2021 antara lain:

1. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 9 (sembilan) IKU
memperoleh capaian Baik (90% < x < 110%); 1 (satu) IKU memperoleh capaian
Cukup (70% < x < 90%); dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat Disimpulkan
(x > 120%).

2. Realisasi anggaran BPOM sampai dengan Triwulan [l Tahun 2021 sebesar
Rp1.188.881.660.998 atau 65,90% dari pagu vyang dikelola sebesar
Rp1.804.129.899.000. Realisasi tersebut sudah melewati target nasional pada
triwulan Il yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 60%.

B. PERMASALAHAN DAN SARAN
Dari 11 IKU yang dipantau di triwulan lll, terdapat 9 (sembilan) IKU memperoleh
capaian Baik (90% < x < 110%); 1 (satu) IKU memperoleh capaian Cukup (70% < x < 90%)
yaitu Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat
Tradisional, Kosmetik, dan Makanan; dan 1 (satu) IKU dengan capaian Tidak Dapat
Disimpulkan (x > 120%) yaitu indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Terkait Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi
Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan, rendahnya capaian indikator ini disebabkan
oleh kondisi PPKM darurat sehingga pendampingan UMKM pada triwulan Il dilakukan
secara daring dan pelaku usaha ada yang tidak beroperasi selama PPKM sehingga
masih berproses untuk Sertifikasi CPOTB Bertahap dan CPKB. Akan dilakukan
monitoring capaian dan kendala terhadap UMKM yang sudah didampingi dan mau /
sedang mengajukan Sertifikasi CPOTB Bertahap dan CPKB.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran
BPOM vyaitu i) Kebijakan pembatasan kegiatan menyebabkan sebagian besar
pelaksanaan kegiatan dialihkan secara daring sehingga realisasi output tinggi namun
realisasi anggaran kurang optimal; ii) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam
menyelesaikan data keuangan dan dokumen pembayaran; serta iii) Meningkatnya
kedisiplinan unit kerja dalam melaporkan data kinerja dan anggaran melalui aplikasi
SMART.
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Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki capaian nilai kinerja anggaran di
triwulan lll yaitu dengan melakukan revisi target indikator nilai kinerja anggaran BPOM,
realokasi anggaran untuk kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana sampai dengan
akhir tahun, serta mempercepat proses pengadaan barang/jasa terutama pengadaan

yang menggunakan akun belanja modal.
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Lampiran 1
Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
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Lampiran 2

Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
I Pervmtchon Negnro No. 73 [akarto Pused 10560 indovera
Tekp, (021) 4244591, 4209220, 4263050, 4244755, 4240700, 4244819, Fax - 4245139
BADAN POM Eval hachpen@pomge.d  Webile  waw pon go id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewwudkan manajemen pemerintahan yang efekeid,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda
tangan di bawah inl

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan Kepala Badan Pengawas Obat dan Mekanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesua: lampiran
perjanjian ind, dalam rangka mencapal target kKinerja angks menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

La

Keberhosilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi

tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Peagawas Obat dan Makanan

Dr, Penny K. Lukito, MCP
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PERJANJIAN KINERSA TANUN 2021
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I Percotoian Negora No. 27 laberte Pusel 10560 Indorers
Tolp JO21) S244491 4209220, 42463000 A244755 424178, 4244809 Fax 424510
Eral hdobpormilipom go id | Wabie | www gom o id

BADAN POM
. S —— e
11 | Teckelolanya Keuangan Opinl BPK atos L;ﬁ«[m Heuangan 1 WP
BPON secarn Alountabed BPOM
{ Nilal kineja anggeran BPOM | 04

Alokasi Anggaran Tahun 2021 Rp2.084.285.212.000,- (Dua Triliun Delapan
Puluh Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Bima Juta Dua Ratus Dua
Belas Ribu Ruptah)|

Program Anggaran

Program Pengawssan Obat dan Makanan Rp 940.466.073.000,00
2 Program Dukungan Manajemen Rpl1.143.819.139.000,00

Jukarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I Percetabor Negors No. 23 ickone Paat | 0540 rdoneds
Telp [02)) 4244651, 4209220, 4283350, 42447455 241790, 4244019 Tou : 4245139

BADAN POM Emad - halobpomiigon go id | Welsls  www pon go.d
RENCANA AKS] PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
No. Sasaram | Indikator Kisera Target Angguras
SR 803 | 906 | 909 | B3 Rupiah)
1 | Terwujudoya [ Endeks Penguwasan | - | - 76 | S6A807.885.000 |
Obat dan Ohat dan Makanan ‘
Makanan yang | Perscntase Obat BIE6 | B34 | 806 | ANE | 32924.541,000
aman dan yang mermenubt |
bermuty wyorat
[ Persentane "% | %0 |80 | ®0 | 17.127.760000 |
makanan yang ' ‘ |
memenubs syurat
3 Memingeatnys | Indeks kepatuhan 1 183 | €9.857.633000 |
kepasuhan |eompliance tadex)
pelalos usaba pelaka umalia s |
dan kesadaran bidang Obat dan
masyarakunt Makanan
terhadap [ inceka krsadaran 1 75 | 9408391000
kenmansn dan | masyaraicat
mutu Obat dan |atperemes sty
Makanan terbadap Obat dan
Makanan yang
snan dan bomuiu
5 | Neningkainys | indeks kepossan | | 1 [ 835 | 11684.610.000
kKepuasan peiaku usaha
| pelaku vasha terhadap
dan masyarnkat | pemberian
terbadap kinerja | bumbingan das
PEINNARAS) pem binaan
| Obt dan pengaunsan Obat
Makanan dan Mokanes ‘
Indeics Kepussan T | 74

Masyarakat atos
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

N Perceteian Negara No. 23 Jokans Pesat | 0540 indoresia
Telp (02)) 4244491 420922, 4243533, 4280755, Q241780 4244019, Pan - 4243139

BADAN POM Eval : hadabpomligon go id | Websie  www pon go id
Ko Sasaran | Indiketor Kinetja Target g Anggaman
By "B03 | 06 | 809 | Bia (Rupiak)
- ) s 4 4 4

Oat dan Maikanan |

Uindeks bepusssn | - | - | 88 | 11878713000
masysrakat
terhadep layasas ‘
4 | Meningkntnya | Indeks kuslitas | - | - | - | 76 | 16280076000
kuubtius ke ukan
o hisican peogmwaasan Obet
PENgARAGAY dan Makasas
Obat dan
Makunun
5 | Meningkutnys [ S———— . TS L7 &% 861 7.609.574.000
elcktrvitax yang sesan dan
pengawasan dan - bermutu
pelay anon berdeurican il
pubik chitndang | pengawaxan |
Cbat dan " Frwcntass 7@ T % T T 0m565000]
Makanan Makanan yang

aman dan bermutu

betdissrioan haad
| pengawamar
| Presentas: 62 62 62 62 | 27701085 000
‘ relomencisst hanl

pongawasan Obat
dan Makanan yang
ditindaldarpits oleh

vtas sektor

Tingott clektivitas | 88,8 | BA,0 | KUK | A4 | J4.781.531.000 |
KIE Obat dan

| Makanan
[Tnduiks Peinyanan | 376 | 34.785.429.000
| Putiik ébadang

‘ Ot dan Madaanun
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

A Parcetckon Negars No. 23 Jokorta Puct 10560 indonesa
Tolp (001) 4244490, 2309701, 4263050, £744T38 42861700, £384019, Tox 4245129

Emoll | holebpor@pore go d | Webiste . waw pom ge d

BADAN POM
Strategie 903 l B06 | BO9 | Bi2 | upish) |
6 | Messingkatnya Pementane putusan | | ! 67 63.417.742.000
rlekinfn s pengaddun yung
penegakan dimyatakan ‘
hukum serhadop | bersalah
kgubaten Obut
dan Makansn
7 Mrasinghatayw | Peresrtane inowasi l v 1.893.313.000
reguiatoan Obat dan Maksnas
assisiance yang dikawal
dulam sexus stasde
pengrmbsngan | Prraectane UMKM % | 38 | &8 | 75 | 10.749.090.000 |
Obat dam yang meneragian
Mukanan { stancer kemmanun
dan muta produiest
Obat Troadisional
Kosmetik dan
Makanan ‘

§ | Tewwjudnys | lndeks 0B BPOM | 85 | 152.663.804000 |
tatadoe loka Nilal AKIP BPOM 85 11260 482.000
pemerintahan | Persentane 72 1 a3 1768 % | 630007200
dun kerpsama Kerjasamma yang
HPOM yang efekil
optimal

9 1 Terwnjudnys 1 inchekn | 77 | 982516590000 |
EDM yang Profesionaiitas ASN ‘
beridneria BRONM
optimal [Perseoanse DM | 735 | 74 | 745 | W2 | 2097391000
BPOM yang
memenubs stundar
koenpetensl |
(770 | Memgustngs | Indeks SPRE | 3,05 | 110.014.119.000 |
Inborascrtam HPOM
analisis Soajian " Perservtase T Th | 228 385 764 000 |
ketpakan werta | pemenuban
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BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

F. Pacoatoban Negera No. 23 Jokane Pusat 10560 indoness
Telp. [021) 4244470, 420722, 4263330, 4244755 AJA178) 4244819, Pox: 4245139

BADAN POM Ened - balobporripon goid | Webale  www pon ge. i
[ Wo. Sesaran | Indikator Kinerja | Target [ Anggaran
Sty | moa [ 806 | B0® | W13 | (Rupiah]
peoerapun ¢ [ aboratorim 1 | | 1 1
gowrnment pengswwsan Obat ‘
daam : dan makcanan
PrgUwEs an ; terbadep Stasdur
Obat dan : Krmampuan
Makaran | Pengujian
? Prrwentane riset T e 50 75 | iriﬁlygﬁﬁy-:i?r_‘f‘ii
E San wajlan
E pengawusar Obtul
! dan Makanan yang
Amanfaatiian
11 | Terkelolsenyn | Opini BPK atax 1 TWIv | Wb | Wi | 4716 102000
Keuangan BPONM | Laporan Keuangnn
seclra . BPOM
Alusitabel | Nilai ke 1785 | 50 | 55 | 94 | 19948682000

| angparan BPROM

Jakarta, 7 Desember 2020

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Penny K. Lukito, MCP
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Capaian Kinerja BPOM s.d. Triwulan Il Tahun 2021

Target Realisasi . Capaian
. . Capaian
. Indikator Kinerja Sasaran Target TW Il Terhadap
Sasaran Strategis . Terhadap
Strategis (IKSS) Tahunan | TWI | TWIl | TWII | TWIV | TWI TW I ) | Tareet TWIII Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi g Tahunan
Persentase Obat
T ud IKSS .
erwujudnya 5 yang memenuhi 83,60 83,60 | 83,60 83,60 | 83,60 | 88,44 88,71 25013 28299 88,08 105,36
Obat dan syarat
SS1 | Makanan yang
aman dan KSS Persentase
bermutu 3 Makanan yang 80 80 80 80 80 85,58 86,79 9565 11068 86,42 108,03
memenuhi syarat
Persentase Obat
IKSS yang aman dan
10 bermutu 86 86 86 86 86 85,73 86,21 8048 9412 85,51 99,43
berdasarkan hasil
Meningkatnya pengawasan
efektivitas
pengawasan Persentase
$S5 | dan pelayanan | | s | Makanan yang
publik di| 49 [|2man dan bermutu 73 73 73 73 73 69,74 74,15 3966 5128 77,34 105,95
bidang  Obat berdasarkan hasil
dan Makanan pengawasan
Persentase
IKSS k e
rekomendasi hasi 62 62 62 62 62 49,13 58,50 976 1574 62,01 100,01
12 pengawasan Obat
dan Makanan yang

58



Laporan Kinerja Interim BPOM
Triwulan 111 2021

v | m _
-BADAN POM

59

Target Realisasi Capaian Capaian
. Indikator Kinerja Sasaran Target TW I 2 Terhadap
Sasaran Strategis . Terhadap
Strategis (IKSS) Tahunan | TW I TW I TWIII | TWIV | TWI TW I ] | Tareet TW I Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi g Tahunan
ditindaklanjuti oleh
lintas sektor
IKSS Tingkat efektivitas
13 KIE Obat dan 88,8 88,8 88,8 88,8 88,8 88,23 93 92,49 104,16
Makanan
Meningkatnya Persentase UMKM
regulatory yang menerapkan
assistance IKSS standar keamanan
SS7 | dalam 17 dan mutu produksi 75 55 58 68 75 25,61 63,04 61,00 89,71 81,33
pengembanga Obat Tradisional,
n Obat dan Kosmetik, dan
Makanan Makanan
Terwujudnya
tatakelola
. Persentase
pemerintahan IKSS .
SS8 . kerjasama yang 84 22 42 65 84 21,76 40,32 141,99 2 71,00 84,52
dan kerjasama | 20 ofektif
BPOM yang
optimal
Terwujudnya Persentase SDM
SDM IKSS | BPOM
559 yang YIS 82 735 | 74 | 745 | 82 | 7387 | 7474 | 3703 4755 77,88 94,97
berkinerja 22 memenuhi standar
optimal kompetensi
Opini BPK atas
SS1 | terkelol IKSS
€rkelolanya Laporan Keuangan WTP - WTP WTP WTP - WTP WTP 100,00
1 Keuangan 26 BPOM
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Target Realisasi Capaian Capaian
. Indikator Kinerja Sasaran Target TW I 2 Terhadap
Sasaran Strategis . Terhadap
Strategis (IKSS) Tahunan | TW I TW I TWIII | TWIV | TWI TW I ] | Tareet TW I Target
Pembilang | Penyebut | Realisasi g Tahunan
BPOM secara IKSS | Nilai Kinerja
94 45 50 55 94 36,17 74,18 87,73 93,33
Akuntabel 27 | Anggaran BPOM

Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (x) yang digunakan adalah:

Kriteria Capaian Indikator
el s
Sangat Baik 110% < x £120%
e[ e
Cukup 70% < x < 90%
L man ] e
Sangat Kurang x < 50%

60






	A. Gambaran Umum Organisasi
	B. Struktur Organisasi
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	Rencana Strategis 2020-2024
	Rencana Strategis 2020-2024
	Sasaran Strategis
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
	2
	A. Capaian Kinerja BPOM Triwulan III Tahun 2021
	B. Analisis Capaian Kinerja
	Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.
	1. Sasaran Strategis (SS1)
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
	Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan s...
	Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (pre-market evaluation), Pengawasan selama beredar (post-market control), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan ...
	Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat. Pengukuran terhadap indikator Indeks Pengawasan O...
	Tabel 3.2. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1
	a. Persentase Obat yang memenuhi syarat (IKSS2)
	Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang ...
	Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasa...
	Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 28.399 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 25.013 sampel (...
	Tabel 3.3. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat
	Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:
	1) Simplifikasi dan percepatan registrasi obat dan produk biologi untuk penanganan COVID-19 dengan skema Emergency Use Authorization (EUA)
	2) Melakukan pengawasan sarana produksi obat melalui desktop inspection dengan melakukan evaluasi terhadap dokumen yang menggambarkan pemenuhan CPOB di industri farmasi maupun dengan melakukan evaluasi Corrective Action and Preventive Action (CAPA) in...
	3) Menerbitkan Buku Pengelolaan Vaksin COVID-19 di fasilitas pelayanan kefarmasian dalam rangka vaksinasi COVID-19 sebagai panduan fasilitas pelayanan dalam pengelolaan vaksin sehingga mutu dan kemananan vaksin tetap terjaga sampai digunakan dalam pro...
	4) Melakukan pengawalan distribusi vaksin COVID-19 di sarana distribusi (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota dan Pedagang Besar Farmasi) dan sarana pelayanan kefarmasian (Rumah Sakit dan Puskesmas)
	5) Pengawasan obat pasca penerbitan EUA
	6) Simplifikasi dan percepatan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang meliputi:
	a) Simplifikasi registrasi produk prioritas dan registrasi obat tradisional dengan klaim daya tahan tubuh dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19
	a) Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) sebagai koordinator
	b) 33 laboratorium Balai Besar/Balai POM yang telah terakreditasi
	8) Tindak lanjut terhadap produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat berupa pemeriksaan sarana serta pembersihan pasar produk tidak memenuhi syarat di peredaran
	9) Penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetika
	10) Desk konsultasi penandaan kosmetika kepada pelaku usaha
	11) Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik untuk Petugas Bala dan Loka
	12) Webinar Series Pengawasan Kosmetik
	13) Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kosmetik untuk Pelaku usaha
	b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat (IKSS3)
	Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, p...
	Dalam melakukan sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk...
	Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 11.068 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 9.565 sampel...
	Tabel 3.4. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat
	Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:
	1) Percepatan perizinan Gula Kristal Putih (GKP) selama masa pandemi COVID-19, meliputi:
	a) Permohonan Nomor Izin Edar (NIE) produk GKP tidak diwajibkan melampirkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) dalam pemenuhan persyaratannya
	b) Percepatan penerbitan/timeline NIE GKP dari 5 hari kerja menjadi 2 hari kerja
	c) Pemeriksaan sarana dilakukan melalui desk audit secara online
	2) Peluncuran aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan yang dapat memudahkan pelaku usaha mengetahui persyaratan dan cara mendaftarkan pangan olahan
	3) Dukungan bagi UMKM Pangan Olahan selama masa pandemi COVID-19, diantaranya:
	a) Kegiatan konsultasi tetap berlangsung melalui media online seperti livechat, call center, email.
	b) Sosialisasi Keamanan Pangan, Registrasi Pangan Olahan melalui subsite, digital marketing di berbagai media social seperti youtube, Instagram, Twitter
	c) Pelatihan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Bagi UMKM melalui media online seperti Webinar (Web Seminar), Kulwapp (kuliah Whatsapp), Kulgram (Kuliah Telegram)
	2. Sasaran Strategis 5 (SS5)
	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
	Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasi...
	Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan...
	Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase...
	Tabel 3.5. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5
	a. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS10)
	Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Mak...
	Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.
	Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 9.412 sampel Obat yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 8.048 sampel (8...
	Tabel 3.6. Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu
	berdasarkan hasil pengawasan
	Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Obat yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:
	1) Simplifikasi dan percepatan perizinan diberlakukan untuk produk yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti:
	a) Obat untuk penanganan COVID-19 (Pra registrasi dari 40 hari kerja (HK) menjadi 6 jam; Registrasi obat baru dan produk biologi dari 100 HK, 120 HK, dan 300 HK menjadi 20 HK; dan Registrasi obat generik dari 150 HK menjadi 5 HK. Percepatan juga dilak...
	b) Simplifikasi kelengkapan dokumen registrasi dimana industri farmasi dibolehkan melakukan penyerahan data dalam secara bertahap berdasarkan ketersediaan data (rolling submission)
	c) Fleksibilitas persyaratan untuk pengembangan obat/vaksin yang masih berjalan
	d) Review dan rekomendasi untuk SAS (Special Access Scheme) obat donasi untuk penanganan COVID-19 dalam waktu 1 jam
	e) Kosmetik untuk produk hand moist gel, hand gel, dan hand cleaner/handwash dari SLA yang semula 14 HK menjadi 1 HK
	2) Pengawalan keamanan dan mutu vaksin COVID-19 di sepanjang jalur distribusi vaksin (Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi, Instalasi Farmasi Pemerintah Kab/Kota, dan Puskesmas)
	3) Rapat kajian risiko dan manfaat produk obat tradisional dan suplemen kesehatan donasi untuk percepatan penanganan COVID-19
	4) Pengawasan pemasukan kosmetik impor post border
	5) Pengawalan kepatuhan terkait regulasi di bidang informasi dan promosi kosmetik kepada pelaku usaha
	6) Sosialisasi terkait peraturan di bidang pengawasan kosmetik kepada pelaku usaha dan stakeholder
	b. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (IKSS11)
	Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, p...
	Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pang...
	Target Tahunan indikator ini merupakan rata-rata dari target Triwulannya sehingga target Tahunan sama dengan Triwulan. Dari 5.128 sampel makanan yang diperiksa dan diuji sampai dengan Triwulan III, yang dinyatakan aman dan bermutu sebesar 3.966 sampel...
	Tabel 3.7. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang aman dan bermutu terutama di masa pandemi COVID-19 antara lain:
	1) Penerbitan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
	2) Kegiatan desk registrasi dan coaching clinic dalam rangka jemput bola registrasi pangan olahan
	3) Penerbitan Pedoman Produksi dan Distribusi Pangan Olahan pada masa status darurat kesehatan COVID-19 sebagai rujukan pelaku usaha dalam penjaminan kualitas pangan olahan tetap terjaga aman dan bermutu sejak produksi hingga diterima konsumen
	4) Relaksasi persyaratan pendaftaran Nomor Izin Edar (NIE) produk Gula Kristal Putih (GKP) dan percepatan timeline SLA penerbitan NIE GKP dari 5 HK menjadi 2 HK (berlaku dalam masa darurat COVID-19). Relaksasi persyaratan SKI (Surat Keterangan Impor) ...
	c. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor (IKSS12)
	Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribu...
	Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi,...
	Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan feedback/respon sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi ...
	Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:
	Hasil pengukuran indikator pada triwulan III, dari 1.574 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 976 (62,01%). Dibandingkan dengan target triwulan III sebesar 62%, capaian indikator ini adalah 10...
	Tabel 3.8. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
	Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini antara lain:
	1) Jangka waktu untuk takedown iklan produk obat tradisional and suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan berbeda-beda pada setiap platform e-commerce sehingga perlu dilakukan koordinasi lebih dahulu dengan Indonesia E-commerce Association (Id...
	2) Belum optimalnya pembinaan yang dilakukan terhadap pelaku usaha oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
	3) Lintas sektor membutuhkan waktu untuk melakukan tindak lanjut, terutama untuk rekomendasi yang baru diterbitkan di bulan Juni
	4) Terbatasnya pergerakan lintas sektor akibat kebijakan pembatasan kegiatan di masa pandemic COVID-19
	5) Terdapat lintas sektor yang sedang fokus pada kebijakan penanganan pandemi pada triwulan II COVID-19
	Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:
	1) Membentuk forum komunikasi antara BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) dalam  rangka melakukan pengawasan iklan
	2) Bimbingan teknis terkait kegiatan pengawasan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis BPOM guna meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor di daerahnya masing-masing
	3) Peningkatan pengawasan Obat dan Makanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Obat dan Makanan
	4) Pertemuan Advokasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan
	5) Penguatan koordinasi dan komunikasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan
	6) Monitoring dan evaluasi secara berkala
	d. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan (IKSS13)
	BPOM memiliki berbagai jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengeta...
	Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu:
	1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
	2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
	3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
	4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.
	Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
	Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel 3.7.
	Tabel 3.9. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	Hasil pengukuran indikator ini sampai dengan triwulan III, diperoleh nilai tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 92,49. Nilai 92,49 mengindikasikan bahwa pelaksanaan KIE Obat dan Makanan oleh unit kerja pusat dan UPT pada triwulan III sudah...
	Tabel 3.10. Capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	Nilai dari tiap indikator pembentuk indeks ini sebagai berikut:
	Kontribusi terbesar berasal dari indikator “Pemahaman” yang menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi KIE BPOM yang disampaikan. Kontribusi terendah berasal dari indikator “Minat” yang berarti menunjukkan minat masyarakat dalam mengikut...
	Dari hasil evaluasi di atas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk pelaksanaan pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan IV antara lain:
	3. Sasaran Strategis 7 (SS7)
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan
	BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Regulatory assistance BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan....
	Tabel 3.11 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7
	a) Mikro (<Rp50 juta);
	b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
	Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan...
	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:
	1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
	2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
	3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)
	Tabel 3.12. Capaian Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
	Tabel 3.13 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8
	Tabel 3.14. Capaian Persentase kerja sama yang efektif
	Tabel 3.15. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9
	Tabel 3.16. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi
	Standar Kompetensi
	6. Sasaran Strategis 11 (SS11)
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel
	Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel d...
	Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.
	Tabel 3.17 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11
	a. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM (IKSS26)
	Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupa...
	Tabel 3.18. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
	Hasil evaluasi BPK tahun 2021 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2020 adalah “Wajar Tanpa Pengecualian”. Opini ini diperoleh BPOM berkat kepatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian intern serta menyajikan informa...
	b. Nilai Kinerja Anggaran BPOM (IKSS27)
	Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-...
	Nilai Kinerja Anggaran diperoleh melalui perhitungan = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%).
	Nilai EKA dan IKPA BPOM
	Nilai EKA BPOM pada triwulan III sebesar 83,47 sedangkan nilai IKPA BPOM sampai dengan triwulan III adalah 94,11 sehingga Nilai Kinerja Anggaran BPOM sebesar 87,73. Dibandingkan dengan target Triwulan III sebesar 55, capaian indikator ini adalah159,50...
	Tabel 3.19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM
	Tingginya capaian indikator nilai kinerja anggaran BPOM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
	1) Kebijakan pembatasan kegiatan menyebabkan sebagian besar pelaksanaan kegiatan dialihkan secara daring sehingga realisasi output tinggi namun realisasi anggaran kurang optimal
	2) Meningkatnya kedisiplinan satuan kerja dalam menyelesaikan data keuangan dan dokumen pembayaran
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